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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KANDANGREJO

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagal wujud dan
pengelclaan keuangan Desa dilzksanakan secara terbuka dan bertanggung
jawab untuk sebesar - besarmya kemakmuran masyarakal Desa,

Bahwa Anggaran Pendapalan dan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun  sesuar  kebuluhan
penyelenggaraan pemenlzhan Desa berasarkan pnnsip kebersamaan,
efisiens, berkeadilan, berkelanutan, berwawasan lingkungan, dan
kemandinan sehingga menciptakan landasan kua! dalam melaksanakan
pemenntahan dan pembangunan menuju masyarakal yang adil, makmur,
dan sejahlera ;|

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurul a
dan huruf b, perdu menetapkan Peraluran Desa lentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 ;

Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 lentang Pembentukan Daarah -
Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berta Negara
Republik Indinesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaiman telah diubah
dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 2730);

Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 lenlang Keuangan Negara
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285) ;

Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Neqgara
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4355) ;

Undang - undang MNomor 15 Tahun 2004 lenlang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Repubtlik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomar 4400 ;

Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tenlang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeriniahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4437) sebagaimana lelah
diubah, lerakhir dengan Undang - undang Momor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4844) |
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Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 lentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;

Undang - undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2022,

Peraturan Pemenntah Nomor 55 Tahun 2005 tenlang Dana Perimbangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4575) ;

Peraluran Pemerinlah Momor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4578)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 lentang Pembagian Urusan
Pemernnlahan antara Pemerintzh, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemenntahan Daerah Kabupaten/Mota (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2007 MNomor B2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Momor 4737) ;

Peraturan Pemerintah MNomor 43 Tahun 2014 tenlang Petunjuk Petunjuk
Pelaksanaan Undang -undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2014 MNomor 123)
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang — undang Nomar
6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 157,

Peraturan Pemenntah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dar APBN (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2014
Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah
Momer 22 Tahun 2015 lemtang Perubahan Peraturan Pemerintah Momor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dan APBN (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelalaan Keuangan Desa ;

Peraturan Menlen Desa, Pembangunan Daerah Terlinggal dan
Transmigrasi Momor 1 Tahun 2015 lenlang Pedoman Kewenangan
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa ;

Peraturan Mentenn Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nemor 2 Tahun 2015 tenlang Pedoman lata tertib dan
mexanisme pengambilan kepulusan musyawarzh desa ;

Peraluran  Menteri Desa, Pembangunan Daerzh Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2021 ;

Peraluran Menlen Dalam Negedi MNomor 53 Tahun 2011 lenlang

Pembenlukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 634):

Peraluran  Menteri Keuangan Nomor 190/PMK07/2021 lenlang
Pengelolaan Dana Desa ;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 lentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupalen Lamongan
Tahun 2007 Nomer 10/E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Fembangunan Desa;
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Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 lentang Pedoman
Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemennlah Desa;

Peraturan Bupati Lamangan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;

Peraturan Bupali Lamongan Nemor 34 Tahun 2015 tentang Pelunjuk
Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;

Peraturan Bupali Lamongan Momor  Tahun 2020 lentang Tata Cara
Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Tahun 2021,

Peraturan Bupali Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman
Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Lamongan tahun 2021 nomar  );

Peraturan Bupali Lamongan Nomor  Tahun 2021 lentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2021 Nomar ),

Peraturan Bupali Kabupaten Lamengan Nomor 52 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022,

Peraturan Desa Kandangreio Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Kandangre|o,

Peraturan Desa Kandangrejo Nomor 2 Tahun 2016 lentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Pemenntah Desa Kandangrejo Tahun 2016;
Peraturan Desa Kandangrejo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKPOes) Kandangrejo Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANDANGREJO

dan
KEPALA DESA KANDANGREJO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA  KANDANGREJO TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KANDANGREJO TAHUN
ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandangrejo Tahun Anggaran
2022 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Desa Rp 1.452 483 200,-
b. Belanja Desa Rp 1.427.483.200,-
Surplus { Defisit Rp 0,-

c. Pembiayaan
1) Penerimaan Rp 25,000.000 -

2) Pengeluaran Rp 25.000.000.-
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Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dan Peraturan Desa ini ;

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud datam Pasal 2 memuat :
a. APB Desa
b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia
¢. Daftar dana cadangan, jka lersedia ; dan
d. Dafar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya,
jika ada

Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Angqgaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan
APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapal melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan
bencana, keadaan darural, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
anggaran jenis belanja lidak lerduga

{3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegialan penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tenlang perubahan

AP Desa

{4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) harus memenuhi kntena :

a  Bukan merupakan kegiatan normmal dan aklivilas pemerintah Desa dan
tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang,

c. Berada diluar kendal dan pengaruh pemerintah Desa;

d. Memilki dampak yang signifikan lerhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau
permasalahan sosial ; dan

e. Berskalalokal Desa

Pasal 6
Dalam hal terjadi :

a. :eenamhahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun
nalan

b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek
belanja ; dan
¢. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan
Silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
Kepala Desa dapal mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan

perubahan Peraluran Kepala Desa tenlang Penjabaran APB Desa dan
memberilahukannya kepada BPD.
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LALIPIRAN
FPERATURAN DE S& KANDANGRE JO
NOMOR 06 TAHUN 2021
TEMNTANG

ANGGARAMN PEMDAPATAN DAN BELANIA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJIA DESA

PEMERINTAH DESA KANDANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

“E:‘:'Eﬁfm URAIAN AN E:'i:; ':”" SUMBERDANA
1 F 3 4 5
4 PENDAPATAN
a1 Pendapatan Ash Dosi 7 £00 000,00
42 Pendapatan Transber 1 374 B81 200,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.452.483.200,00
i. BELANJA
1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 459,120
11 Penyelenggaran Belanjs Silap, Tunjangan dan Operasional 441.120.200.00
Pemenntahan Dosa [Maksemal 30% uniuk kegla
110 Femyediaan Penghasian Tetap don Tunjangan Kepala Dena 36 000 000,00 | AoO
1101 ] 51 Betana Pegaws 36 D00 000 00
1102 Penyediamn Penghanian Telap dan Tunjangnn Perangiat Cesa 220 B25 200,00 | ADD
1102 | 81 Belan|a Pegawal 220 8253 20000
1103 Panyediasn Jamdnan Sowual bag Kepala Desa dan Peranghat Desa 3125351200 | ATD PEH
1103 | 51 Batanis Pagnwni 31 253 512,00
1.1.04 Peryedaan Operasonal Pemerintsh Desa (ATH, Honor PRPED dan PPK 45 416 484 00 | aco, FPal FBs
0. Perlenjkapan Perkanloran, pakman
1104 | 51 Bolanja Pogawa 5 000 009,00
1904 | 82 Belana Barang dan Jasa 19 616 493 00
1105 Penyedaan Tunjangan BPD 10 200 02000 | ACD
1105 | 51 Belang Pegiwal 10 200 000,00
1108 Parryedann Operasional BPD (rapat, ATK, Maksn Moum, Pedengiapan P 1500 000,00 | ADD
ertiantormn, Paisan Seragam, perj
1108 | 52 Eelann Barang dan Jasa 3 500 000,00
1107 Penyodiaan insonfid Operasionsl RTFYY 12 400 000,00 | A0D
1107 | 52 Balarja Barang dan Jasa 12 400 000 00
1190 Penyedasn Tambanan Tunpogan Kepala Desa dan Perangasl Desa dan 71 600000,00 | PAD
pangeicdaan tanah benghok
1183 | 519 Helanjn Pegraa 71600 000,00
1181 Opetasional LR 250000000 | ADD
1193 | 52 Belnnja Barang dan Jasa 2 500,000,00
11684 Operasianal Posyandu 1000.000.00 | ADG
1184 | 52 Belanja Barang dan Jasa 1.000 000,00
1185 Operasionnl PEK 4 000 000,00 | ADO
11%5 | 52 Belasja Barang dan Jasa 4,000 000 &4
1184 Operasional Karangtarena 1 500 000,00 | ADD
| Prmind by Binhsuses  ARRL. o BERERETTY Halaman 1
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KODE

ANGGARAN

REKENING (Rp) SUMBERTWNA
1 2 3 4 5
1185 | 52 Belanjn Barnng dan Jasa 1.500.000.00
1,187 Dperanonal Linmas T25000,00 | apD
1187 | 52 Belarga Barang dan Jasa T25.000,00
13. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipl, Statistik dan Keaisipan 12.000.000,00
1302 PeryusunanPendatannyPeimntakhien Profl Deos (Dagpilih) 12 00000000 | nos
13402 | 52 Betarys Barang duan Jadn 12 000 000,00
14 Tatn Praja Pemerintahan, Parencanaan, Keuangan dan Pelaporan §.000.000,00
1401 Penyusunan Dokumen Pelencanaan Desa (RPJMDesnREPDeaa dif) 5000 00000 | ADD
1403 | 52 Emlanja Baiang dan Jasa .000.000,00
2 EIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DE3A 604.163.000.00
2.2, Sub Bidang Keschatan £5.000.000,00
2202 Peryelenggaraan Posyandu (Men Tambahan, Kis Bumnil, Larmsin, esentifly 32.000.000,00 | ODS
2202 | 52, Belanja Barang dan Jasa 33 000 02000
2281 Crped wsional Mobi sehat 2200000000 | DS
2291 | 52 Bedarija Baiang dan Jass Z2 000 020,00
23 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penalasn Ruang 522,611.000,00
2308 Fv:nr!'l'rﬂuil sn Prasatana Jalan Desa (Goreng-gorong Selckan/PatTranas 6753300000 | COS
3
2305 | 53, Belanja Modal 67.533.000.00
2309 Pemakaiaan Monumen GapirnBalas Desa 170.000 000,00 | PBEX
2309 | 53 Betanja Modal 170 004 503,89
211 PembanguranRehabitas PonmgkatanPengeranan Jalan Linghungan 3500000000 | PEX
Permubirman (Dipdin)
231 | 53, Betarga Modal 35 000.000.00
2312 :’enmmnm'ﬁuhuhllruwPrr'mgh!un‘Pmuuumn Jalan Usaha Tand (Dipil 150.000 000,00 | ©DOE
2312 | 53 Belarga Modal 150 000 000,00
2180 PembangunanRehabditesi Pennghatan Tembok penahan tanah { TPT ) 100.000 000,00 | DOS, PRK
2380 | 51 Berlargn Modal 104000 000,00
25, Sub Bidsng Kohutanan dan Lingkungan Hidup 20.000.009.00
2592 Permbuntan terasiingpemboersihan dasrah alran sungaliplengsengan smpal 2000000000 | £Os
2582 | 53 Belanja Madal 20,000.000.00
6, Sub Bidang Perhubungan, Kemunikasi dan informatika €.830.000,00
2592 Pengelolaan jarrgan intermael desa 663000000 | DDS
2692 | 52 Belan|a Barang dan Jasa § 830 000,00
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 10,000,000 04
i Sub Bidang Pemberdayasn Perempuan, Perlindungan Anak dan 10.000.000,00
Keluarga
LE R Pelatihnn dan Penyuluhan Pemberdayaan Perg mpunn 10 000 000,00 | DDS
4401 | 52, Belargs Barong dan Jasa 10,000 030,00
£ BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE 354.200.000,00
| Printed by Sinseudes  [ROEECCAIRIRERI TN Halaman 2
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neﬁiﬁm URAIAN ”“‘l'-':;“;‘“ SUMBERDANA
1 2 3 ] []
51, Sub Bidang Poangquiangan Bencana 59.000.000,00
& 100 Penangianan Bencaria 5900000000 | cos
$100 | 54 Belan|a Tudak Torduga 43 000 000,00
£3. Sub Bidang Keadasn Mondesak T35.200 000 00
510 Pensigenan Keadaan Mendetak 265200 00000 | bos
230 | 54, Belana Tidak Tesduga 205 200.000 02
JUMLAH BELANJA 1427 483 200 00
SURPLUS [ [DEFISIT) 15.000,000,00
& PEMBIAYAAN
6.2 Fengeliaran Pembiryann 25 000 000,00
PEMBIAYAAN NETTC {25,000 000,00}
SI5A LEBIH PEMOWAYAAN ANGOARANM 0.00

EEPALA DESA

KANOAMGRELID, 11 December 2021

| Provied by Susbesses  RANPUSFIRTRERLT
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ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KANDANGREJO

TAHUN ANGGARAN 2022
Sumberdona @ ADD
KODE REK URAIAN ”"‘: 2:‘;““‘ SUMBERDANA
1 2 3 [

4 PENDAPATAN

iz Pendapatan Transfor 233.021.500,00

421 Alokasd Dana Desa 332.031 500,00

JUMLAH PENDAPATAM 113.031.500,00
BELANJA
L BIDANG PENYE GARAN PEMERINTAHAN DES 331.031.500,00
1.1. Pemyelonggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 327.031.800,00
Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia

1.1.01, Penyndiaan Ponghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa IE000000,00 | Sumber a0
51, Belanja Pegawal 35.000.000,00

511 Penghasitan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa JE.000.000,00

2110 Penghasdan Tetap Kepala Desa 36 000 000,00

1.1.02. Ponywdiaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Poranghat Desa 210.825.200,00 Sumbar ADD
E1. Bolarja Pogawal 210.825.200,00

512 Penghasilan Tetap don Tunjangan Perangkal Desa 220.825.200,00

5121, Penghaslan Tetap Peranghat Desa 220,525 200,00
1.1.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Hepala Desa dan Perangkat Desa 12.518.752,00 Sumbar A00
E1. Belanja Pegawai 1251875200

51 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkal Dosa 12.510.752,00

$13.1. Jaminan Kesehatan Kepatn Desa 1.440 00D 00

5132 Jaminan Kegsohatan Perangkal Dosa 10808 812 .00

5133 damnan Ketenagakergaan Kepala Desa 27 022,00

5134 Jaminan Kelenagakerjaan Peranghat Deas 24318300

1.1.04, Penyediaan Operasional Pemerintah Dowa (ATK, Honor FKPED dan 21.862 548 00 Sumbar AND

PPED, Perlengkapan Perkanioran, pakalan

51, Balanja Pegawal 6.000.000,00

514 Penghasitan Tetap dan Tunjangan Kepalas Desa £.000,000,00

LARE ) Perwtimann Lamn-lain Kepals Dosa yang Sah 6 000 000,00

52 Belanja Barang dan Jasa 15,852 548,00

LHA ] Belsnja Barang Perfongkapan 15.602.540,00

$211 Belanja Alat Tulis Kantor dan Bends Pos 15 802 548,00

1105 Panyediaan Tunjangan BPD 10.200.000,00 |  Sumeer ADO
51, Belanja Pegawai 10.200.000,00

3.14. Tunjangan BPD 10.200,000,00

| Preied by Siskewies IR Halaman 1
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KODE REK URAUN “"Tg:?“" SUMBERDANA
1 2 3 4
5141 Tunjangan Kedudukan BFD 10.200 000,00
1.1.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, 3.600.000,00 Sumbar ADD
Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj
52 Eclanja Barang dan Jasa 3.500.000,00
521 Belanfa Barang Perlengkapan 1.500.000,00
5311 Belanja Alat Tuks Kardor dan Benda Pos 3.500.000,00
1.1.07. Penyediann nsentit/Operasional RT/IRW 1240000000 | Sumeer ADD
53 Belanja Barang dan Jasa 12.400.000,00
525, Belanja Cperasional Perkanforan 12.400.000,00
78 Gg Belanja Oparasional Petkantoran lainmya 12.400.000,00
1183 Operasional LPM 2.500.000,00 Sumber ADD
53 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00
521 Belanja Barang Perlenghapan 2.500.000,00
5211 Betanja Alat Tuks Kantor dan Benda Pos 2.500 000,00
1.1.94, Operasional Posyandu 1.000.000,00 |  SumberAZD
52, Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.00
521, Belanja Barang Perlengkapan 1.000.000,00
5211 Balanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.000.000.00
1.1.95. Operasional PHK 4.000.000,00 Sumber ADD
5.2, Belanja Barang dan Jasa 4.000.000.00
52.1. Belanfa Barang Perlengkapan 4.000.000,00
5211, Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 4 00000000
1.1.56. Operasional Karangtaruna 1.500.000,00 Sumbar ADD
5.2, Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
521, Belanja Barang Perlengkapan 1.500.000,00
5211, Eelanja Alat Tubs Kantor dan Benda Pos 1.500.000,00
1.1.87. Opaerasional Linmas T25.000,00 Sumbar ADD
5.2. Baelanjn Barang dan Jasa 725.000,00
521, Belanja Barang Perlengkapan 725.000,00
521 Belanja Alat Tulm Kantor dan Benda Pos 725 000,00
14, Tata Praja Pemerintahan, Percncanaan, Keuangan dan Pelaparan 6.000.000,00
1403 Penyusunan Dokumen Parencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dif) B.000.000,00 |  Sumbaraso
52, Belanja Barang dan Jasa £.000.000,00
821, Belanja Barang Perlenghapan 6.000.000,00
5211 Belanja Ayl Tulls Kandor dan Benda Pos £.000.000.00
JUMLAH BELANJA 133.021.500,00
SURPLUS [ {DEFISIT) 0.00
M0 11 22 56 AN Halaman 2
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ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA HANDANGREJIO
TAHUN ANGGARAN 2022

Symiberdana @ oDs
KODE REK URAIAN “”fg:';"—”' SUMBERDANA
1 1 | '
4, PENDAPATAN
a2 Pondapatan Transler 730.363.000.00
421 Dara Deea T30 363.000,00
JUMLAH PENDAPATAN TI0.363.000,00
L8 BELANJA
i BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 42,000,000 09
1.2 Administras| Kopendudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan 42.000.008 060
Koarsipan
1.3.02. Penyusunan/Pendatasn/Pemutakhiran Profd Dwesa [Dipilik) 12.000.000,00 Surgar D03
52 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00
521, Belanja Barang Perlenghapan 12.000.000,00
5211 Belan|a Alat Tuls Fartor dan Benda Pos 12.000.003,00
& BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 329.18).000.00
22 Sub Bidang Kesehatan £5.000,000,00
2200 Pemyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, 3100040000 | Swmber DO
Insenti)
532 Delanja Barang dan Jaza 33,080 660,60
521, Belanja Barang Perlenghkapan 12.000.000,00
52106 Eeslanja Barang Konsumid (MakaiMlinum) 33.000.000,00
2.29%. Dperasionnl Mobil sehat 22.000.000.00 Surbar DDS
52 Balanja Barang dan Jasa 22.000.000,00
526 Belanja Pemelharaar 22.000.000,00
5262 Belanja Pemelharaan Kendaraan Bermolor 72 00000000
5 ) Sub Bidang Pekerjasn Urneem dan Penatasn Ruang 247.533.000,00
2308 Pomelharaan Prasarana Jalan Desa E7.633.000,00 |  Ceemtws DS
{Gorong-gorong Sclekan/PartDramase 817
83, Belanja Modal £7.533.000,00
515 Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan §#7.511.000,00
53153 Belnnjn Modal Jatsn - Bahan Bakudaberial 67 533.000,00
230 PembangunanRehabillasiPoningkatanPengerasan Jalon Usaha 150.000.000,00 Surbae £OS
Tani [Digikib}
8.3, Belanja Medal 150,000.000,00
515 Belanfa Modal JalanPrasarana Jalan 150,000 008,00
5153 Balarja Modal Jakirt - Baban Bakutaterial 140 00000000
12.90, :;—;?-mmmubumummum Tembok penahan tanah | 3000000000 | Sumies 005
§3 Balanga Modal 30.0040,000,00
| Prosed by Sosauies  [EIDEICSEIREECERTY Hulaman 1
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KODE REK URAUAN . ?21:?"‘" SUMBERDANA
1 2 k| 4
515 Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan J0.000.000,00
£981 Balanja Modal Jalan - Bahan BakwMaterial 30.000.000,00
2.5, Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 20.000.000,00
2,592 Pembuatan terasining/pem ?crl. ihan dacrah aliran 20,000.000,00 Sumbar DOS
sungaiplengsengan sungal
81, Belanja Modal 20.000.000,00
517, Belanja Modal IrigasiEmbung/Drainase/Air Limbah/Persampahan 20.000.000,00
5372 Belan|a Modal IngastEmbung/Dranase/d - Upah Tenaga Kerja 20.000.000,00
2.8, Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informalika 6.630.000,00
2.6.92. Pengelolaan jaringan intemet dosa 6.630.000,00 Sumber DOS
5.2, Belanja Barang dan Jasa £.630.000,00
525, Belanja Operasional Perkantoran 6.610.000,00
5255 Belanja Jasa Langganan internet 6.610.000,00
4, IDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 10.000.000,00
4.4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 10.000.000,00
Keluarga
440, Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 10.000.000,00 Sumber DOS
573, Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
52.1. Belanja Barang Perlenghapan 10.000.000,00
5211 Belanja Alal Tuls Kantor dan Benda Pas 10.000.000,00
5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK 154200 000,00
5.1, Sub Bidang Penanggulangan Bencana 59,000.000,00
5.1.00. Penanggulanan Bencana 53.000.000,00 Sumber DDS
54. Belanja Tidak Terduga §9.000.000,00
5.4.1 Belanja Tidak Terduga 53.000.000,00
S411. Belanjn Tidak Terduga £5.000.000,00
3. Sub Bidang Keadaan Mendesak 295 200.000,00
£.3.01. Penanganan Keadaan Mendesak 295.200.000,00 Sumibar DOS
54. Belanja Tidak Terduga 295.200.000,00
541, Belanja Tidak Terduga 295,200,000,00
5411 Belanja Tidak Terduga 295 200.000,00
JUMLAH BELAMJA 705.363.000,00
SURPLUS / (DEFRISIT) 25.000.000,00
6. PEMBIAYAAN
6.2 Pengeluaran Pembiayaan 25.000.000,00
622 Penyertann Modal Desa 25.000.000.00
PEMBIAYAAN NETTC (25.000.000,00)
[ Prinied by Bhkevdss — I R R Halaman 2
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BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KANDANGREJO KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSTAWARATAN DESA KANDANGREJO KECAMATAN
KEDUNGPRING
NOMOR : 18876 /413.306.08.1/2021
TENTANG
PERSETUJUAM ATAS PERATURAN DESA KANDANCRED TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KANDANGREJO
TAHUN ANGGARAN 20272
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANDANGREJO,

Menimbang

Bahwa sesuai dengan kelentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupa'en
Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetagkan

Peraturan Desa lentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes),

b. Bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada hunuf a
periu menetapkan  Peraturan Desa Kandangrejo tenlang Anggasan
Pendapaten dan Bslania Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa
Kandangrejo lentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APEDes)
menjadi Peraturan Desa Kandangrejo tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang - undang MNomor 12 Tanun 1250 lentang Pembentukan Dasrah -
Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indinesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaiman falah diubah
dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730):

2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2003 Nomor 47, Tambzhan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285) |

3. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4355) ¢

4 Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 fentang Pemerksaan
Pengeiclaan dan Tangqungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nemor 66, Tambahan Lembaran Negara Republk
Indonesia Momor 4400) ;

5. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 lenlang Sislem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor
4421);

B.  Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 4437) sebagaimana telah
divbah, terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) -

7. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomer 5234} ;
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1"

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

2

22.

23.
24.

25.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republix Indonesia Tahun 2014 Nomoar 7) ;

Undang - undang Momor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2022,

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Dana Permbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

Peraturan Pemerntah Nomor 58 Tahun 2005 lentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik indunesia Notmor 4578)
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupalen/Kota (Lembaran Megara Repubik
indonesia Tahun 2007 Nomer €2, Tombohan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 4737) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Petunjuk
Pelaksanaan Undang -undang Momor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2014 Nomor 123)
sebagaimana telah diruhah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nemor
6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomar 157;

Peraluran Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 fentang Dana Desa yang
bersumber dan APBN (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 188) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Momar £0
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tzhun 2015 Nomor

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 lentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa ;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasl Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa ;

Peraturan Menten Desa, Pembangunan Daerah Terlinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata lertb dan
mekanisme pengambilan kepulusan musyawarah desa

Peraluran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tenlang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2021 ;

Peraluran Menteri Dalam Megedi Nomeor 53 Tazhun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 694);

Peraturan Menled Keuangan Nomor 150/PMK.07/2021  tentang
Pengelolaan Dana Desa :

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomer 11 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupalen Lamongan
Tahun 2007 Nomor 10/E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nemor 22 Tahun 2007 tentang
Urusan Pamerintahan Kabupaten Lamangan (Lembaga Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2007 Nomer 16/E) ;

Peraluran Daerzh Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang
Pelunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;

Peraluran Daerah Kabupaten Lamongan Momer 17 Tahun 2021 fentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,
Peraluran Bupall Lamongan MNomor 20 Tahun 2016 lentang Pedoman
Penyusunan Struklur Organisasi dan Tata Kena Pemerintah Desa;
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Memperhatikan

Menetapkan

26.  Peraluran Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tenlang Desa ;

27. Peraluran Bupali Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 lentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;

28. Peraturan Bupali Lamongan Nomor  Tahun 2021 lentang Tala Cara
Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan
Relribusi Daerah Tahun 2022

23, Peraturan Bupali Lamongan Nomaor Tahun 2021 lentang Pedoman
Tehnis Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berila Daerah Kabupalen
Lamongan tahun 2021 nomor  );

30. Peraturan Bupali Lamongan Momor Tahun 2021 tentang Tala Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamengan
Tahun 2021 Nomor  );

31, Peraturan Bupali Kabupaten Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerzh Tahun Anggaran
2022,

32. Peraluran Desa Kandangrejo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Manengah Desa (RPJMDes) Kandangreio;
Peraluran Desa Kandangrejo Nomor 2 Tahun 2016 tenfang Struktur
Organisasi dan Tala Kerja Pemerintah Desa Kandangrejo Tahun 2018;
Peraturan Desa Kandangrejo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKPDes) Kandangrejo Tahun 2022,

Befita acara rapat Badan Permusyawaralan Desa Kandangrejo membahas
Peraturan Desa lentang Anggaran Pendapalan dan Belanja Desa Kandangrejo
lahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG
ANCCARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KANDANCREJO TAHUN
ANGGARAN 2022

Pasal 1
Menyetujui  Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Kandangrejo Tahun Anggaran 2022

Pasal 2
Jumiah Anggaran Pendapalan dan Belanja Desa dengan Uraian dan
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serfa kegialan - kegialan

sebagaimana lersebut dalam Pasal 1 sebagaimana ledampir dan merupakan
bagian yang lidak terpisahkan.
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